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REFLEKS]I TEORETIK E-CONTRACT:
HUKUM YANG BERLAKU DALAM SENGKETA TRANSAKSI BISNIS
INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN E-COMMERCE

Oheh: M. Alvi Syahrin'

Abstrak

Perkembangan teknologi informast pada awal abad dua puluh sata ini telah menyvebabkan tegadinya
hubungan dunia tanpa batas. Salah satu produk dari meningkatnya intensitas teknologi informasi
adalah perdagangan elektronik (e-commerce) vang kemudian juga diterapkan pada transaksi bisnis
internasional. Hal ini tenfunya telah mengubah paradigma sistem perdagangan di dunia yang sebe-
lumnya serba konvensional menjadi non-konvensional. Konflik dan sengketa dalam transkasi bisnis
internasional yang menggunakan e-commerce bukanlah suatu hal vang baru. Namun, mengingat
sengketa vang akan diselesaikan tersebut akan melibatkan beberapa negara, maka timbul beberapa
permasalahan faktual, Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah terkait dengan hukum apakah
vang berloku dalam penyelessian sengketn transaksi bisnis internasional vang menggunakan e-
commerce. Berdasarkan hasil temuan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku adalah
hukum yang dipilih oleh para pihak (pilihan hukum) sebagaimana vang diatur dalam kontrak
elektronik internasional yang mercka buat. Pilihan hukum tersebut dapai dilakukan secara tegas
ataupun secara diam-diam, Penerapan metode hukum vang berlaku ini diatur dalam ketentuan Pasal
7T Konvensi Hague dan Pasal 3 avat (1) Konvensi Roma vang mengatur hal serupa, Namun bila
tdak diatur, maka hukum vang berlaku adalah hukum yang mengacu pada hukum penjual, yang
didasarkan atas the Most Characteristic Connection Theory (asas Hukum Perdata Interasional)
sehagaimana vang diatur dalam Pasal 8 Konvensi Hague serta Pasal 4 avat (1) dan (2) Konvensi
R.oma.

Kata Kunci: E-Conrrace, E-Commerce, Hukum yang Berlaku, Transaksi Bisnis Internnsional

Abstract
In the last 21" century, the development of informeation technology hay eaused the borderless world
connection. One af that product is electronic commerce {e-commercel which alve applied in
international bussiness tramsaction (infernational trading transaction). Conseguently, it has
changed rrading svstem in the world, where is adheved conventional before to non-conventional
trading now, Conflict and bussiness dispule also occured in tnternational frading fransaction which
used e-commerce, But, we must remember that the dispute of it will be involving some countries in
the world, So that is why it can rise some faciual problems in that implementation. Therefore, the
problem which will researched in this paper are: what is the applicable faw thay applied in the
resolution of international trading which wsed e-commerce and what Is the qualified fortim that
appited in the resolution of international trading which used e-commerce, Rased on the result, the
conclusions are: the applicable law in this dispute resolution is the law which choosed by the
parties {the choice of law) in their electronie International contract. In practically, it is not only the
clearly choice of law but also imiply choice af law. Application of the method applicable law is
regulated in the provisions of Article 7 and Hague Convention Article 3 (1) of the Rome

" Mahasiswa Program Studi Doktor Tmu Hokom (5-3) Universitas Bosobudur, Sant ini beriugas sebagni Pejabat
[migrasi puds Direktorat Jendern! Imigrast, Kementerion Hukum don HAM R1,
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Copvrrrtion. Bt i ot vegwlated, the applicobde faw i the fow of the seller, which ix based om the
Muost Chavacteristic Connection Theory (Principle of International Lawy, av stipubated in Article &
of Hagwe Comvention and Article 4 paragraph (1) and (2) af the Rome Comventin,

Keywarids: E-Contract, E-Commerce, The Applicable Law, Imternational Bussiness Transaction

A, Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi® pada
awal abad dua pulub sate ini telah menyebabkan
tiiformasi dapel berperak dengan cepat. Infor-
mst mengalic dart suaty fokasi ke lokasi lun
tunpa dibatast abeh jarak di antars lokasi-lokasi
ity sendiri.’ Perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi semacam ini telah pula menye-
babkan hubungmn duniz menjadi tonpa batas
(barderfessy © dan menyebabkan perubahan so-
sinl, ekonomi, dan budava secars signifikan bor-
langsung sedemikian cepat.” Tidak hanva i,
peman{aatannya pun felah semakin meluas se-
hln%n memasuki hampir semua segi kehidu-
i,

Salah satu produk inovas: teknologi tele-
komumikasi adaiah internet’  istereosnaciion

* Mlenml Ade Maman Suhermon, isknologi nfarmuasi di-
kntegoriknn sebagni revodusi indusin inbap ketign (rahun
158 (seknrang 1. setedah sebelumpyn trevimlst indusin per
T (whus 1760 18405 dan revoluss andugn kedun (k-
hum 1Bl 1950} Pada mass revaoluss indosim Iﬂ'm'p- lctign
i, remua nngkatan masyarakol midusri sanpar bergan-
tny padn kegiovan ekonomi vang berbasiskan informsisi,
dimaa permnan (eknslogl Kompater nuemalkl perasan
yahyg sangs menentikan, sepertl haloya semakin banyak-
nyn praktik bisnes yang sengat berpnntuny pads IT (fafee
sttt Tochmalogy], Khesisnyva kompaier, Lehai Ads ba-
muin Suhernan, 2001, Japek Hakum daliom Ememd o
furd, Iakarta: Ghnlma Indopesia, hbme 17K

Y oAde Wamon Suberman dslam Yahya Ahmod e
24, Anrarat Elekrromrk den Pesivedennian Senrbva Bis-
ati Eammuive: Dadam Frompher Ve dear Sifeeiig-
wind, Randumg: Mandar Maju, bim. |

* Baga Ahmsd M. Ramll, 2008, Cel-2, Cyberlen dav
MAKT defaw Soerem Hukwey, odenesiy, Bandomg: PT, Re-
fikn Adinma, hlm, |

" Perikea Indesesta, Undang-Undang wentang Brifintinasi
dan Tramsaksl Elckaroeaik, UU %o 11 Tahun 2008, LN
Talmn 2008 Momor 5§, TLY Nomor S843 | selanjurmyu
disehus UL ITE], Tenjelasan

"M Arsvad Samus, 2008, Hekem Telnolegi Sy,
Cet-3, Tim KemasBuk, {sebenjriinyn dischig 8, Arsyad
Sunatsi [, bilm, |

" Secamn smplkai, imiernet acdalak sehunk alst penyeharnn
mfvemasi secara plobal, scbuak wekonisme penvebaran
etifrmas dan schish medin untek herkolaboras dan ber-
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networking),  vate  kooeksl  anlar  janngan
komputer. Intermet vang merupakon implemen-
tasi dari Transmission Comrod Protaco! atau fn-
terned Protocol ¢7TCP  atau 1P} telah member-
kan kemudshan dolam berkomumikast secara
global tanpa batasan geografis antar negara, Ko-
munikasi tersebul dopat meliputi komunikasi
antar pribidi dengan menggunokan efektromik
il (e-mil) atay tayangan informasi bebas ba-
ca yang dischut sebagai World Wide Web atau
yungﬁdisdngkat WHWW atau lebih singkat dizebut
Wk,

I3 Indonesia. terjadi peninghkatan penggu-
naan inernet secara masif, vang secara tidak
langsung berdampak besar bagl perkembangan
dunin bisnis. Sebagaimana diketohui bahwa de-
wasa ind aplikasi internet 1elah memasuki berba-
gal segmen aktivitns manusto bmk dalam sektor
puohitik sosial. budsya, meupun ckonomi dan bis-
nis. Dalam bidang perdagangen, intemet mulai
banvak dimanfaatkan sebagai medin aktvitus
bisnis tennama karena kontribusinya terhadap
efesiensi,” Aktivitas perdagangan melalui media
internet ini terkenal n sehutan efecironic
COTRETCE [r—cﬂm.rr:rn:r]. . E—Eﬂﬂﬂ'ﬂﬂfﬂf lerse-
but terbapi alas dus segmen, yaitu fusiness fo
brusiness e~cormmerce (perdagangan antar pelaku

interzkst anear individu dengan menggunakan kompures
tanpe tevhmlany baws peografie. Perikse Riveke Usiadian-
fn. 2000, Framewirk E-Commence, Cet-1, Y ozyakaria:
Penerbin Andd, hlm. 1: Semeniara i, 5P Harimngsih, me-
ngemukakan bahwa mernel adnlsh medio komunikasi al-
termubif yang dalom batss-batas pemakaian iestentu dapat
dignimakan uniuk mengpantiban media kemanikasi tradisi-
onbl, seperti pos, telepon, dan fax. Boce 5P Harimingsih,
05, Tekratogs fnformead, falaria: Graha o, hlme 125
" Wahya Ahmud Fein, O eie, hlm, 3

¥ tadanenin Covrvpsan Wikl (W merilis temasn haru-
viyn bhahwa penpadsan barng dan jasa dengan cara online
{mbermid | lebih hemat hiays 30% dibanding manual, Di-
muat dalam Meamimg T padn acam Metro Han fni padn
bari Jum’at, 28 Mei 2000, Pakul 17,23 WIB

" Baca Micke Kotiar Kantaatinslps ef af, 2002, Cober-
lawe: Suaie Pemgontar @S Do Nokaem Sbonomi),
Banclmg: FLIFS 11, him. 28
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usaha) dan busimess 0 comimer econmmeroe

1pn-|:|a.$1mgan antar pelaku usaha dengan konsu-
mien).

B. Refleksi E-Conrracr terhadap E-Contmier-
oe

Diskursus e-confract tentunya tidak ter-
lepas dun e-commerce. E-commerce hadir kare-
na adanya eksistensi e-confrocd i dalamnya.
Setiap aktivites hisnis tentu Wdak terlepas de-
ngan kontrak di dalamnya. Begitu juga dengan
e-conmfract. Sebagai inovasi baru aties relasi ek
nologl informasi, e-comtrace menjadi suatw ele-
mieh penting unluk lersélengeamnya e-conmner-
e Lavaknya pesdagangan konvensional vang
membutuhkan perscujunn (haca: konirak), o
conphrice pun desakian,

. Apa e E-Commerce?

Sistem perdagangan dengan memaniat-
kan sarana internet, vang selanjutnya disehul ¢
conmmeree lelish mengubak tatanan transaksy bis-
nis di Indonesin, Selain disebabkan oleh sdanya
perkembangan teknologi mformasi, ecommerce
lalur atas tuntutan masyasukst terhadap polaya-
nan vang serba cepat, mudah dan prakiis mela-
fni imternet.  Schinggas  masyarakat  memiliki
ruang perok vang cukup luas dalam memilik
produk (barang dan jasa) yang akan diperguna-
kan tentunys dengan berbagai kualitas dan
kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.'”

E-commerce seringkali diartikan sebagai
Jual beli" barang din jasa melilul media elek-
fronik, khusssnya melalui intemet, DN Indone-
sia, e-comieree i sendin sudah dikenal scjak
whun 1996 dengan muncitlnya situs i amme,
samir.com sebagai toko buku en-line pertama,’
Memasiki awal tahun 2000-gn, maka mulan ber-

¥ ohwa Abvmad Lo, Lo ety Lohat puga Didik M, Anef
Manayr dan Elisagiris Gultom, C ol him, 150-152
ik J. Rachbmi dalom Didik M. Aref Mansus dan
Elsanns Guliom, Ceber L dspel Sl Fotnolegr
Jmftormari, Col-2, Bandung- PT. Redikn Aditama, him. 144
Semuerut Pasal 1457 KU HPerdsn, Jund beli adalab sia-
1 persziujuan dengan mana pikak yang salu mengikatkan
dirinva aniek mekyerabkan san kebesdaan, dan pilak
wang lam untuk membayar harga vang 1elab dijomjikam.
Labar Kirah Limclang-Oacdkargy Mikam Perolata ({ Biergrenlik
Wittoed) diterjemubkan vleh R, Subekti dan R. Tjiuosy-
dibio, 1953, Cot- 16, Jakors: Pradeyn Maramits, him. 327
" Didik M, Arief Mamsur dan Elisativis Gultom, Loe. it

M. tivi Syahria

munculan sius-situs oe-line [ninnyn, seperi el
drarket. cont, amason com, dan plasa comt,

Dari wraian i atas, dapar diperhatikon
bahwa perkembangan teknologl mformasi da-
lamy dunin ekonomi, disadan atau Gdak disadan
telah memberikan dompak fechadap perkemba-
ngan hukum, Bahkon, perkembangan weknologn
informes: yang tefah melahirkan model transak-
si bomu dalam duniz perdagengan internasional
pun tidak luput dar tmbuloys suatu sengketa
dulam transaksi bisnis tersebut,

D. Tsu Hukum dolam E-Commerce

Urgensi dani permasalahan ini adalah kare-
na transeksi bisnis internasional vang menggu-
nakan ¢-commerce sangal membuoiuhkan jami-
nan kepastian hukum dan perlindungan hukum
yang kuat Apakah it terkoit dengen dasar bu-
kumnya atagpun penyélesaian hukum apabila
terjudi senpkein, Dikarenskan sifainyva - sangst
berganiung pida kepercuyuan (fuss) dan para
pihak, maka transaksi bisnis internasional im
sangat rentan untuk terjedinya konflik.

E. Hukum vang Berlake dalom Penyelesaian
Sengketa Transaksi Bisnils Internasional
yang Mengronakan E-Commerce

Masalah hukum vang berlaku'® dalum pe-
nyelesainn sengheta transaksi bisnis vang meng-
gunakan e-covmmerce adalah salah saln masalah
krusial dalam Hukam Kontrak Internasional ler-
masuk juga dalam Hukum Perdagonpan Interna-
sional. Masalahnya adalwh hukum vang berluku

i akan menjadi penentu kepastion hukum ter-

utam bag badan peradilan babwa 1a lelah me-

netapkan hukumnya dengan benar, ¥

Dalam Pasal 18 avat (2} dan (3) Undang-
undang No. 11 Tabhun 2008 feniang Informasi
dan Trunsaksi Elektromk (UUITE) pada dasar-
nya telah mengatur hukum sang berlaku dolom
penyclesuian sengketa transaksi hisnis internasi-

onal yang menggunakan e-conmerce. Pasal 18

aval (2} menyvatakan babwa “pary pihak memi-

" Hizkum yang berlake mi mencakup bebermpa macam
hakam, di araranya: (1) hukam yong dicrapkan dalam
hal verhmiap pokok senghets [amplicable sbsamie Lo
wt fex oot dam {19) hakom yang akan berlake uniusk
proves persicangan vang skon dilakznnakon dofam penye-
lession perselsihan atin schiaketa vang terjadi antar para
:Inhuj.. Haca Yohye Ahmad Zein, Op.eié, him, 124

" i, hlm 123
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liki kewensngan untuk memilih hukum yang
berlaku bagi Tronsaksi Elektronik internasional
yang dibuatnya”™ {cetak tebal dilakukan penulis),
Kemudian Pasal 18 avat (3) menegaskan bahwa
“iika para pihak tidak melakukan pilthan hukum
dalam Transaksi Flektronik intemasional, hu-
kum yang berlaku didasarkan pada asas-asas
Hukum Perdata Internasional™ (cetak tebal
difakukan penulis).

Mengingat karakienstik vang melekal pa-
da transaksi elektronik internasional ini adalah
melintasi butas negara dalam dunia maya, maka
akan mengakibatkan persoalsn hukum yang ber-
laku menjadi lebih rumit lagi. Sehingga timbul
pertanyaan, apakah dokirin-dokirin altau asas-
asas konvensional dalam Huekum Perdota Inter-
nasicnil (HPT) dapat diterapkan dalam transaksi
jenis ini.

Untuk mencor hukum yang berlaku da-
lam suatu komtrak vang mengadung unsor-umsur
asing atau HPI dapst dipergunakan bantuan
titik-titik pertalion atau titik taut sckunder’’, di
antaranyn  adulah  pilihan hukum (choice of
ferw)'®, tempat ditandatanganinya kontrak, atau
tempat dilaksanakannya kontrak.

F. Hukum yang Berlaku: Pilihan Hukum
Para Pihak

Pada prinsipnya hukum yang berlaku di
dalam kontrak yang mengandung HPD tersebul
adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para
pihak {pilihan hukum-choice af faw). Jika pili-
han hukum tersebut tidak ditemukan dalam kon-
trak vang bersangkutan, dapat digunakan ban-
tuan trik-titik taot sekunder luinmya

Parn pihak memang diberikan kebebasan
untuk menentukan sendin hukum mana vang
berlaku terhadap kontrak elektronik intemasio-

"' Titik man sekunder ink juga sering kali disebut dengan
titik taat petenti, karenn fungsinyn untuk menentkan ho-
kum dor| tempsn manskah vang akan digunakin sehagal
the cpplfieable fow dalmom penyelésaian perkara. Periksa
Bayu Sew, 2006, Ruku ke-1 (Edisl Keempath, Duver-
Devver Fukwm Perdeaia Injernasiona!, Bandung: PT. Ciira
Auitva Bakti, hlm. &1-62

" Pakar HPl menyataknn bahwo chotee of faw adalah
tangen kedua setelnh jericbicfion vang nenjadi tnggn
pertnnin. Sedingkan recognition dan cnforcemenf men-
pakan tanega ketips dabom wocani confficr of o, Lihat
M. Arsvod Sonuse, 2000, E-Compirerce Hukum dan Sods-
sirtver, PT. Mbvenn Crenfikn Samna, (selamjotya disebut M.
Arsyvad Snnuisi (1), hlm. I8
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malnva tersebut. Inilah yang disebut dengan
prinsip kebebasan berkontrak. vang dalam ba-
hasa Inggris disebut dengan istilah “Parny Adu-
fonomy” atau “Freedom of Contraci™."”

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak,
maka para pihak dalam suatu perjanjian atau
kontrak bebas menentukan isi dan bentuk suatu
perjanjian, termasuk uniuk menentukan pilikan
hukum.” Kemudian apa yang telah disepakati
olch kedua belah pihak tadi berlaku sebagai un-
dang-undang bag kedua belah pihak dalam sua-
tu kontrak.™ Perlu diketabui bahwa kebebasan
para pihak dalam suatu kontrak intemasional
untuk menundukkan kontrak mereka pada suatu
sistem hukum nasional terteniu, praktis meripa-
kan prinsip vang diakul secarn univeérsal dan
bahkan suatu kontrak miternasional vang tidak
memust sebunh choice of law clauye (dan juga
klausula piliben hukum forum) akan dianggap
kurang lengkap.™

Menurut Gerald Cooke, kebebasan para
pihak ontuk menentukan pilihan hukum yang
mereka gunaken akan banyak dipenganihi oleh
sistern hukum nasional vang akan dipilih (baik

" Munir Fuady, 2000, Buku Ke-2, Hwum Kommvak: Darl
Sivedrit Pandiavg Heukion Bunly, Bandung: FT. Citra Aditya
Baletl, hlm, 13%

* Di dulam huokism kontrak, kebebasan berkontrak menca-
kup (1) kebebasan umtuk membust smu tdek membust
penanjion; (i) kebebosan untuk memilih dengan stapa in
ingin memhual perganiin; (i) kebebasan wriuk menenin-
ks atau mermilih kusss perfangon yaog akan dibustnya;
{iv) kebebasun unfuk mepeniukon objek perjanjion; (v)
kebebasan itk menentukan i perjunjion; (vi} kebeba-
san uniuk meneTima atau menvimpang: ketentuin-keien-
twinn whdang-undang yang hersifut optiona! (aamvidive-
rechif)y. Lihnt Sutan Remy Sjahdenini, 1993, Kebebasan
Berkoniral den Perlimhomgem Hubam pang Secbang
Bergd Para Prhak dedam Pevfanficon Kredit Bowk of fudo.
eyia, Jakaris: Instint Bankic Indenesia, him. 47

= Palam sistern hokum Indonesia, prinsip ini dikenal de-
ngan “pacta o servemde”, Secarn yuridis hol mi diintro-
dusir dalam Pasal 1338 ayar (1) KUHPesdam. Berdasar-
kan prinsip ini. semus ketentonn dolam perjanjian atac
kemtrnk yung dibunt oleb para pihak, akan menimbulkin
kekuatan  mengikal sebagaimona layvakoya andeng-un-
diung. Terknit dengan e-commierce, maka seguln sesuma
ketentuan vang ferknit dengan transakst elekiromik yang
kenmdion dituongkan ke dalam kontrak elekronik adalah
mengikat bagi para pilhak. HBace Indonesia, Undong-un-
dong ventang Informasi dan Tronsaksi Elelaronik, UL Mo
Il Tabun 2008, LN Tahun 2068 Nomor 55, (selanjuiny
dischut LILNITE), Pasal T8 ayat (1)

= Rayu Seto, (4, efi., him, 281
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oleh salah satu pihak maupun oleh kedua belah
pihak). Tidak hanya sekedar menentukan hu-
kum suatu negara, tetapi juga mempertimbang-
kan apakah hukum di negara terscbut konsisten
atau tidak, Artinya apakah hukum di suatu ne-
gara tertentl sering berubah-ubah atau tidak.
Diengan tegas Cooke menyatakan sebagai beri-
kut: “The significant of needing to provide for
the ‘prover’ law [x thal the parties will fre-
guently prefer ta have their disputes dealt with
by a legal system which is perhiaps independem
of each af the parties or which is recognized o
fave fl;!gﬁﬁ.-' sophisticated and consivient trading
law™.™

Terkait dengan kebebasan berkontrak, ma-
k2 hukum yang berlaku ini sedikit banyak akan
bergantung pada kesepakatan para pihak. Hu-
kum vang akan berlaku tersebul dapai berupa
hukum nasional suatu negara terteniu, Dalam
prakiek, biasanya hukum nasional tersebut akan
terkait demgan nasionalitas salah satu pihak. Ca-
m pemilihan inilah yang lazim ditetapkan de-
wasa inl. Apabila salah satu pihak atag kedua
belsh pihak tidak sepakat mengenai salah satn
hukum nasional tersebut, maka kemudian mere-
ka akan berupaya mencan hukum nasional vang
relatif lehih netral. Altematif lain vang me-
mungkinkan dalam Hukum Fmdagangan Inter-
nasional adalah mencrapkan prinsip- p:mJ: ke-
patutian dan Kelayakan (ex geguo er bono)™. Na-
mun demikian, pringip ini pun harus letap ber-
dasarken pada kesepakaian para pihak, =

Menurut Yansen Dermanto Latlp, penem-
patan klausula pilihan hukum dalam suatu kon-
rak mempunyai arti pr.'nthE vang disehabkan
cleh hol-hal sebagar berikut:

= (Gerald Cooke dalam Hialn Adolf, 2005, Hikum Pevda-
pamgan (nrernagsionad, Jakara: PT. BajaGralindo Persada
{sztanjutnya disebut Hunln Adolf [}, him. 216-217

* Ex gegue et bown merupakan suatu penvelssatan suaiu
perhkarn secame menyimpong dan. gars-gares hukom de-
sgan  menggimakan  pandingan-pandangan,  nabaicndlag,
oorTa-normL non ukum, yang mendrut asbier dipin-
dang sebagm wesuatu yang bermanfant bug para pihak, la-
vak, adil, dan hijaksans (ol and reguable) unik me-
mats perkara yang dihadapi. Bacn Ida Bagus Wvasza Put-
o, IR, Cet-2, Aspek-Aspes Hukune Pordain Tefernayioe
merd akalermn Transkasi Bisniy Ierermasional, Bandung: Refi-
ka Aditorma, him, %7

“ Huala Adolf'1, hlm. 215

* Yansen Derimanio Latip sehagaimann dikutip obel Mu.
mir Foady, Loc. alf

M. Alvl Sywhrin

|. Schagai sarana untuk menghindari ke-
tentuan hukum memaksa yang tidak efi-
sien;

2. Untuk meningkstkan perssingan yuris-
diksial:

3. Memecahkan masalah peraturan berba-
g4l Negara.

Lebih lanjut, cheice of low dalam iran-
saksi bisnis internagional yang menggunakan e-
COftErce IMEmMpUnyal perin yang sangat signi-
fikan sebagal hukum vang digunakan oleh ba-
dan peradilan (pengadilan atau arbitrase). Hal
tersebut berguna dalam hal:”

. Menentukan keabsahan soatu kontrak
dagang (d.hi khusus berkaitan dengan
sengketa transaksi bismis inlernasional
yang menggunakan e-oommmeroe);

2, Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepa-
katan atau persetujuan dalam  kontrak
yang dibuat para pihak;

3. Menentukan telah dilaksanakan atau ti-
dak dilaksanakannya suatu prestasi vang
menjadi objek kontrak tersebut (pelaksa-
naan suatu kontrak dagang); dan

4. Menentukan akibat-akibat hukum dan
adanya pelanggaran terhadap kontrak
yang telah discpakati para pihak.

Filithan hukum mermupakan masalah sentral
dalam Hukum Perdata Intemasional berbagai
sistem hukum. la telah diterima, baik di kala-
ngan akademisi maupun prakiek pengadilan.
Wansen Derwanti Latif’ menyatakan bahwa pili-
han hukum dihormati dengan beberapa alasan:™

|. Pilithan hukum schagaimana maksud pa-
ta pihak dianggap sangat memuaskan
olch mereka yang menganggap kebeba-
san akhir individu adalah dasar murni
dari hukum., Prinsip ini berlaku di ba-
nyak negara. Hal ini merupakan fakta
vang menarik; karena hal itu terjadi tan-
pa ada perjanjian antars pengadilan di
berbagai negara,

2. Pilihan hukum dalam kontrak internasio-

" Huala Adolf L him. 214-215

* Yansen Derwanto Latif sebagaimana dikutip oleh Rid-
wan Ehairandy, 20010, “Hukuem vang Berlakuy dalom Tran-
saksi Bisnis dengan E-Commeree”, Jurnal Hikum Binis,
Volume 29 Tahun 2010, Jakarta: Yayasan Pengembangan
Hukum Bisnig, him. 17; Lihat juga Yabya Ahmad Zein,
Ch, et W, 127
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nal membenkan kepastian, yakm me-
mungkinkan pars pihak dengan mudah
menentukan hukum vang mengatur kon-
trak tersebul.

1. Akan memberikan efesiensi, manfaat,
dan keuntungan. Pilikan hukum para pi-
hak dilaksanakan berdasarkan pertimba-
ngan cfesionsi. Alasan tersebutl membe-
rikan keuntungan untuk menghindari hu-
kum memaksa yang tidak efesien, me-
ningkatkan persaingan hukum, dan me-
ngurangi kendskpasian tentang hukum
yang dipergunakan. Pemmatan  piliken
hukum dalam hukum kontrak adalah ha-
nyd saty cara dori pengurangan biaya.
Sualu aliernatil’ mungkin adalah suato
peraturan bersifar memaksa vang relatif
sederhana, seperti menentukan  hukum
tempat  kontrak dibuat. Hal 1m akan
menghemat para prhak dart baya penen-
tupn hukum yang berlaku, jika tidak ter-
dipat klausul pilihan hukum.

4. Pilihan hukum akan memberikan kepada
negara insentif bersaing. Kebebasan para
pihak memilih dan menentukan hukum
vang berfaku bagi kontrak vang mereka
buat untpk mengganti atze memindah-
kan peraturan yang tidak pasti dan setiap
sistermn hukum.,

Pilthan hukum para pihak didasarkan pada
pertimbangan bahwa pada prinsipnya seluruh
sistern hukum nasional adalah sama dan oleh
karenanva dapat saling dipindahkin. Dalam
kontrak nternasional, Hukum Privat nasional
akan diterapkan apabila tidak ada pilithan hukum
aleh parn pihok, otau mungkin dipindahkan oleh
pars pihak melalun kiausul Fi[ihaﬂ hukum kepa-
da hukum nasional lainnya.*

Pilihan hukum ini sedah wnom.  Kini
orang sudah tidak meragoksn lagi, bahwa parg
pihok dulam membuat suaiu kontrak dapat me-
nentukan sending hukum bagi konteak yang me-
reka bust it Namun, pada dasarnya kebeba-
san para pihak uniuk menentukan pilihan hu-

“ Yamsen Derwanto Latif dalom Ridwan Khaleandy, Loc.
LI

" Baca Subarge Gootwma, PORT, Pengentar Hikunt Pee-
dute Imtermgviona!, Bondung: Bodan Pembmaan Hukum
Missinnal-Bmncipta (selanjuinya disebuol Subargo Gaa-
ma [}, hlm. 169
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kum tersebut dibatasi oleh beberapa pembsata-
san, di antaranya: "

1. Tidak berentangon dengan  Ketertiban
THIR

2. PFilihan hukum tidak mengenm hukum
vang bersifat memaksn.

Hal serupa juga disampaikan oleh M, Ar-
syad Sanusi yang menyatakan bahwa ada be-
berapa batasan-batasan (resirictions) vang digu-
na]ﬁm dalam penggunaan pilihan hokum, yai-
o™=

I. Pilihan hokum tidak boleh melanggar

ketertiban umum {tetapi tentunya hams
dianut prinsip ketertiban wmum secars
terbatas);

Pilihan hukum tidak boleh menjadi pe-
nvelundupan hukum,

3. Pilihan hukum tdak dapat diberlakukan
dalam bidang yvang di dalamnya pengua-
sa telah mengadakan swvatu peraturan
khusus yang demikian penting dan bersi-
fat sosial ckonomis serta megatur ata
tertib dalam suatu negara schingga dapat
dianggap bahwa peraturan-peraturan ini
bersifal sangat memaksa dan tidak dapat
dikesampingkan oleh para pihak dengan
memilih hukum yang lain; dan

4. Pilihan hukum ini hanva dapat diterap-
kan dalam bidang hukum kontrak.

Hal vang agak sedikit berbeda disampai-
kan aleh lda Bagus Wyasa Puim, yang memba-
tasi penggunaan metode pilihan hukum dengan
beberapa pendekatan prinsip, vaitu:™

. Patifauionomie
Menumil prinsip ini, para pihak meripa-
kan pihak yang paling berhak menentu-
kan hukum yang hendak mereka pilik
dan berlaku sebagai dasar transaksi, ter-
masuk sehagai dasar penyelesaian seng-
keta sekiranya tmbul suatu senghketa
dart kontrak transaksi yang dibuat (d.h.i
sengketa transaksi bisnis intemnasional
yang menggunakan e-ceommerce), Prin-
sip ini merupakan prinsip yvang telah se-
cara umum dan tertulis dizku oleh seba-

Bl

I Ridwan Khairaindy, Lee, eft; Perikse, Yalys Ahimad
Zein, Lo clt, Periksn juga Bayu Seto, O eir, hilm. 286
T, Arsyacd Sunusi 1, him, 215 Bandingkan dengan Mu-
i Fuady. Loe eif

“ idn Bagus Wyasn Putra, Oy i, hlm, T0-71
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gian besar negara, seperti Eropa (lualia,
Portugal, Yunani), Eropa Timur {Polan-
dia, Cekoslowakia, Austria), negara-ne-
gara Asia-Afrika, termasuk  Indonesia,
dan negara-negarn Amerika, khususnya
Fanada;

Bonafide

Menurat prinsip ini, suatu pilihan hukum
harus didasarkan atas itikad baik (bomg-
Side), yaitu semata-mate untuk tujuan
kepastian, perlindungan yang adil, dan
jaminan yang lebih pasti bagi pelaksana-
an akibat-akibat transaksi (isi perjanji-
anl;

3. Real Connection
Beberapa sistemn hukum  mensyaratkan
keharusan adanya hubungan niyata antara
hukum yang dipilibh dengan peristiwa
hukum yang hendak ditundukkan/dida-
sarkan kepada hukum yang dipilih;

4. Larangan Penyelundupan Hukum
Pihak-pthak yung diberi kebehasan un-
uk melakuksn pilihan hukum, hendak-
nya tidak mengpunakan kebebasan jlu
untuk mjuen  kescwenangan-wengngan
demi keuntungan sendiri.

5. Ketertiban Umum
Suata pihan hukum tidak bolch bertenta-
ngan dengan ketertiban umum, yaitu
bahwa hukum yang dipilih oleh para
pihak tidak boleh bertentangan dengan
sendi-sendi asasi hukum dan masyara-
kat, hukum para hakim vang akan me-
ngadili sengketa bahwa ketertiban umum
{public order) merupakan pembatas per-
tama kemauan seseorang dalam melaku-
kan pilihan hukum (e primere lmitai-
on de Uexecercide de-la volonie individu-
alle).

Pilithan hukum diperkenankan berdasarkan
asas kebebasan berkontrak. Kebebasan bukan
berarti tidak ada batasannyi, Kebebasan terse-
but dibatasi oleh ketentuan ketertiban wmum
{public policy), Selain itu, hukum yang memak-
sa (mandatory low, dwingon rechi) juga mem-
batasi kebebasan para pihak dalam menentukan
pilthan hukum. Pembatasan-pembatasan lerse-
but ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi ke-
hidupan modemn, seperti perlindungan konsu-
men, pencegahan penyalahgunaan wewenang

i

M. bl Sypahrin

dari penguasa ekonomi, serta menjaga iklim
petsaingan yang adil dalam ckonomi pasar.™
Dalam disiplin ilmu Hukum Perdata Inter-
nasional, pilihan hukum dapat dilakukan dengan
beberapa cara, vaitu™®
|. Pilikan hukum secara tegas (uifarikfe-

figk, met covele woorden)
Pada pilihan hukum secara tegas ind, pa-
ra pihak yang mengadakan kontrak se-
cara tegas dan jelas menentukan hukum
mana yang mereka pilih. Hal tersebut
biasanya muncul dalam klausul gover-
ning law atau applicable faw yang isinya
berbunyi;

n. The validity. Constroction and per-
Sormance af this agreement shall be
governed by and  interpreted  in
accovdance with the law of Republic
nalonesia; atau

b. Thix agreement shall he poverned by
and  construed in all repsect in
aceordance with the low of England.

Contoh lain dapat kita lihat pada Pasal

KX APCH Engineering Service Agree-

ment Arun tanggal 25 Setember 1973

yang menyebuthkan:

(1) Matters involving Patent Law shell
he governed by the Applicable af the
country of supra National Body
ixsiting the patent;

(2} fn all other respect, this agreement
shall be poverned by construed in
avcordance with the Laws of the
State of New York, United States of
America ™

Jadi, di dalam piliban hukum yang di-

nyvatakan secara tegas, pilihan hukum di-

nyatakan dengan kata-kata yang menya-

takan pilihan hukum tertentu dalam kon-
trak tersebut. Bilamana hakim dalam
menentukan hukum mana yang harus
berlaku dalam kontrak tersebul. hakim

" Sudargo Gautama 1. hlm. &4

" Ridwan Khaieandy, (dp, cir, him, 18, Periksa Yahya
Mhmad Lein, Cho. eir, him, 128; Lilat jugs Sudargo Gau-
tama, 1995, Tilid 1 Bagian 4 (Buky ke-5), Penganiar Hu-
krm Perdara Intersasiona) Indonesia, Bandung: Alumni
{sednnjutnya dizebut Sudargo Gavtama 11}, him. 28-61

* Sudorgo Gautama, 1983, Hidam Perdane fntermoiios
wmal: Mk yong Midhip, Bandung: Alumni (sclanjutnya
disehud Sudargo Gautnma 11}, hlm. 63
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akan menggunakan pilihan hukum seba-
@ai ritik taut penentunya.
Pilihan hukum secara diam-diam (s#ilz-
wifgenel)
Untuk mengetahui adanya pilihan hu-
kum terientu yang dinyatakan secara
diam-diam, bisa disimpulkan dari mak-
sud, atau ketentuan-ketentuan dan fakia-
fakia yang terdapat dalam suatu kontrak
tersebut.’’ Fakta-fakta vang berkaitan
dengan kontrak tersebut, misalnya baha-
53 vang dipergunskan, matn nong vang
digunakan, gaya atau siyle kontrak, pe-
laksanaan kontrak, dan pilihan domisili.
Jika para pihak memilih domisili pada
Kantor Pengadilan Negen Jakaria Pusat,
Indonesia, maka dapat disimpulkan bah-
wa para pihak secara diam-diam meng-
hendaki herlakunya hukum Indonesia,™
Kesimpulan ini adalah tafsian hakim
atau pengadilan. Dalam  kenyataannya
mungkin saja para pihak tidak bermak-
sud seperti yang disimpulkan pengadilan
tersebut,
3. Pilihan hukum secara dianggap (vermoe-
elediji)
Pilihan hukum secara dianggap im hanyz
mierupakan presumption iuris, suatu du-
gaan hukum, Hakim menernma telah ter-
jadi swatu pilihan hukum berdasarkan
dugaan belaka™ Pada pilihan hukum
vang demikian ini tidak dapat dibuktikan
menurut saluran yang ada, Dugaan ha-
kim merupakan pegangan yang dipan-
dang cukup untuk mempertahankan bah-
wa pafa pihak benar-benar telah meng-
hendaki berlakunya suatu sistem hukum
ferteni.
4. Pilihan hukum secara hipotesis (hypo-
thetivohe partifwil)
Pilihan hukum secara hipotesis dikenal
terutama di Jerman, sebenarmya disini ti-
dak ada kemauan dan para pihak untuk

I
'

' fiie, hlm. 177; Lihat Pumadi Purnbacamka dan Agus
Brotoseilo, TORY, Serali-Semdi Hukun Perdite Tnferna-
vion! Swafn Ovientasr, Jakamn: CV. Rojewall, hlm, 2%
Baca jugn Svohmin AK dan Amiral Husai, 2008, Habor
Perdata Imfevmasionalr Dolawm Kerangho Sl Analify,
Pulembang: Penerbat Umversias Sowijayi, hlm, 23

* Sudargo Gapama 1, hlm. 178

" ibict., him. 169
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memilih sedikitpun. Hakim yang mela-
kukan pilihan hukum lersebut, Hakim
bekerja dengan fiksi: seandainya para pi-
hak telah memikirkan hukum vang dipi-
lih mereka dengan cara sebaik-baiknya,
Jadi, sebenamya tidak oda pilihan hu-
kumn bagi para pihak. Hakim yang me-
nentukan pilihan hukum tersebut.**

Banyak kalangan tidak menerima pilihan
hukum secara dianggap, apalagi pilihan hukum
secarg hipotesis. Oleh karena itu, sehaiknya
vang digunakan hanvalah pilihan hukum secara
tegas atay pilihan hulkum sccara diam-diam_ "'

Dalam kontrak mengenai transaksi bisnis
e-commerce antar negara, tdak semuanya me-
muat den menggunakan kontrak sebagaimana
kontrak bisnis pada umumnya, Namun, dalam
transaksi bisnis vang berhubungan dengam soff-
ware, bigsanya para pihak (penjual) menentukan
sendiri adanya pilihan hukum baik secara tegas
mavpun diam-diam. Umumnya, hukum vang
diberlakukan dalam hal jika terjadinya sengheta
di antara mereka adalah hukum dari negara pen-
jual soffware. Sebagai contoh, jika vang men-
jual safivare tersebut adalah Amerka Serikat,
bigzanya dalam kentrak pembelian soffware ter-
sebut akan dinyatakan bahwa apabila terjadi
sengketa perdats, maka hukum perdata negara
yvung dipilih adalah hukum Amerika Serikat.
Dengan adanya pilihan hukum tersebut, para
pihak yvang membuat kontrak dalam transaksi e-
commeree harus 1nmd.uk dan teat pada hukum
yang ditentukan,*

Sebagaimana vang telah dijelaskan di atas,
bahwa persoalan hukum yang berlaku dalam
kontrak bisnis internasional menjadi salah satu
perhatian utama Hukum Perdata Intermasional,
Persoalan itu mendorong negara-negara baik
yang memiliki tradisi common faw madpun civil
e melakukan harmonisasi hukum berkaitan
dengan persoalan di atas. Hasilnya adalah ada-
nyz beberapa kenvensi internasional yang me-
ngatur hukum yang berlaku dalam kontmak, Ada
dua konvensi utama yang sangal penting dalam
menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak

U fhil, hlm, 150-181
*! Ridwan Khairandy, Loc. cir
T yahya Aloaad Zein, Op. cit., him. [28-129
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hisnis internasional, yaitu: "
1. Cenvertion on The Law Applicable fo
Carttract for International Sale of Goods
(The Hague Convention 1986)*; dan
2, The Ewopean Convention vn The Law
Applicable to Contractual Obfigaiions
( Reme Comvention | 980) "

Konvensi yang pertama adalah Konvensi
Hague. Pasal T Konvensi Hague ( 1986) menga-
dopsi prinsip bahwa para pihak bebas uniuk
membuat pilihan hukum yvang mengatur konirak
vang mercka buat. Kemudian Pasal 8 menentu-
kzn bahwa untuk memperluas hukum vang ber-
laku dalam suatu kontrak jual beli yang tidak di-
pilih para pihak sesuai Pasal 7, maka kontrak
diatur oleh hukum negara dimans kedudukan
pisnis penjual pada saat kontrak dibuat *

Kontrak akan diatur hukum negara dima-
na pembeli m:mlhh tempat hismisnya pada saal
kontrak dibuat, jika:"

1. NMegoisasi diadakan dan kontrak ditanda-
tangani oleh don dalam kehadian para
pihak. dalam suatu negara, alau
Kontrak menentukan secara tegas bahwa
penjual harus memenuhi kewajibannya
untuk mengirim barang dalam suatu ne-
gara, atay

3. Kontrak ditandatangani dengan  svarat

vang ditentukan sebagaian besar olch
pembeli dan dalam tanggapan atas suatu
undangan oleh pembeli ditujukan kepada
orang yang diundang untuk mengajukan
Penawaran,

Lebih lanjut, Pasal 13 menentukan bahwa
dalam hal tidak ada pilihan hukum yang tegas,
mazka berlaku hukum negara dimana pemeriksa-
an barang dilakulan,

Kemudisn konvensi vang kedua adalah
konvensi Roma. Konvensi ini mulai berlaky

[ ]

" Hans Yan Houtte sehagaimana dikutip oleh Ridwan
Khairandy, Op. cit., him. 19

® Eonvensl ditindamngan) pada tahun 1955 Kemudian
dslakukan amandemen dan diterima olch the Hague Co-
Femce pads fabun 1985, Selanjuinys poda tahun 1986 di-
Iskukan smandemen tagi.

© Komvensi ind mulai berfaku di negara-nepars angpoda
Sasyarnkat Eropo (EC) pada tabun 1954

= Yansen Derwanto Lotf dalam Ridwan Khaieandy, Loe.
cor; Baca jugs Yahyva Ahmad Zein, O, o, Blm, 137

© Yansen Derwanto Lutif dalam Ridwan Khairandy, Lo
cor. Perikaa Yabva Ahmad Yein, O, o, hlm, 138

ML Abvi Spaln

pada 2 April 1991 dan berlaku uniuk setiap kon-
trak yang tercakup dalam ruang lingkup kon-
vensi tersebut, asalkan kontrak itu dibuat setelah
konvensi ini dibuat.

Namun, ruang lingkup pilihan hukum da-
lam Konvensi Roma tidakiah mencakup semun
hal. Ada beberapa pengecualian terhadap ruang
lingkup pilihan hukum tersebut. Dengan kata
fain, pilihan hukum tersebut tidak dapat dllmE.l
kan pada beberapa permasalahan, diantaranya:
Persoalan yang berkaitan dengan status
atau kepastian hukum seseorang tetapi
yvang merapakan subjek dari Pasal 11
Konvensi Roma;

Kewajiban kontraktual yang terkait de-
ngan surnt wasiat dan warisan;

3. Kewajiban kontraktual vang terkail de-
ngan hak atas harta benda vang timbul
dori hubtmgan perkawinan (masalah ke-
loarga);

4. Kewajiban wvang timbul dalam wesel,
cek, surat sanggup, Blan sural promes,
dan instrumen vang dapal diperjuslbeli-
kan lainnya;

5. Perjanjian arbitrase dan yurisdiksi;

6. Persoalan yang diatur oleh hukum peri-
sahaan dan badan usaha lainnva, seperti
pembentukan, kapasitas hukum, organi-
sasi internasional atsu winding up, dan
tanggung jawab karyawan dan anggota
schagai suatu kewajiban perusahaan ata
badan usaha itu;

7. Persoalan apakah agen itu mampu untak
mengikal prinsipal, atay suatu  organ
mampu untuk mengikat perusahaan atau
badan usaha pada pihak ketiga:

8. Pengaturan trust dan hubungan antara
seftfonx, truxtee, dan bemeficlories;

9. Pembuktian dan prosedur yang termasuk
subjek Pasal 14 Konvensi Boma; dan

10, Kontrak asuransi yang mencakup resiko
yang berada dalam wilayah negara ang-
gota EC.

Pasal | ayat (1) Konvensi Roma menyata-
kan bahwa Kketentuan pilihan hukum berlakn
bagi kewajiban kontraktual dalam sebap situasi
yang menyangkut tentang pilihan hukum antara
dua negara yang berbeda, vaitu kontrak yang

b

* pragal 17 Konvensi Roma

¥ ahya Ahmad Zein, Gp it hlm, 139
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menyanghut lentang satu atau lebih  elemen
psing di dalamnya.™ Hal ini juga penting untuk
diketalui, seperti Konvensi Brussels, bahwa ne-
gara termasuk dalam Konvensi Roma ini tidak
terbatas pada negara unggﬂtann]m.”

Pasal 2 secars legas menyatakan bahwa
setiap hukum yang telah ditetapkan oleh kon-
vensi ini harus diterapkan baik hukum i meru-
pakan hukumn dan confracting shefe ataupun bu-
kan. Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) menyntakan
bahwa konvensi imi tidak berlaku untuk konflik
hukum Wilaﬂ'ah yang berbeda dalam satu negara
YRR Sama,

Seperli halnya ketemiuan common  Jaw
Inggris. konvensi ini juga memberikan perbeda-
an yang mendasar antara siuasi dimana hukoum
yvang berlaku itu dipilih oleh para pihak dan si-
tupsi dimana tidek ada poliban hukom veang te-
gas, maka hukum vang berlaku harus diketab,
Biasanya hukum yang berlaku dalam konvensi
ini mengacu pada hukum domestik suatu negara
dan disesuaikan dengan doktrm renvel seperti
yang diatur oleh Pasal 5.0

Lebih lanjut, Pasal 3 avat (1) Konvensi ini
menvatakan bahwa kontrak 1 distur oleh hu-
kum yang dipilih oleh para pibak, asalkan pili-
han itu dinyatakan dengan tegas dan ditujukan
dengan alasan yang patutl sesuai dengan fevmi
kontraknyva atow situasi kasasnya, Sesuai dengan
pusal tersebut di atas, maka para pihak dapat
memilih hukum yang berlaky dalam konirak
mereks baik sebagian atau seluruhnya dan para
pihkiak juga dapat memilih dua hukum yang bes-
beda untuk mengatur bagan vang berbeda da-
lam kontrak. Hal ini disebut dengan depecage,
yaitu mengpunakan dia sistem hukum yang ber-
beda dalam sam kontrak. Sebagai contohnya pa-
ra pihak dapat memilih satu hukum uniuk meng-
atur tentang penafsiran kontraknya dan mengeo-
nokon sistem hukum yvang lein untuk mengatur
tentang pemutusan kontrak ™

lika tidak ada pilihan hukum yvang tlegas,
menunn Ginligno-Legarde Repord, pilihan hu-

® Ridwan Khairandy, Lec, it Libat jugn Yohya Ahmad
Lein, thp. et hlm: 138

l' Ridwan Khatrandy, Lac, cif

i Yabya Ahrmad fein, Loc, ol

“ Radwan Khairandy, Lo, cir

™ Able 1. Mayss sehagaiman dikutip oleh Ridwan Khai-
rumdy, &, i, him 20

EhE

kum dapat diketahui dart beberapa faktor yang
dapat membantu usaha pengadilan untuk meng-
ambil kesimpulan atau menduga suatu pilihan
hukum. Faktor-faktor tersebut di antaranya ada-
lah klausul pilihan vurisdiksi atan arbitrase dan
suaty penunjukan pada suatu sistem hukum ler-
tentu dalam kontrak yang misalnyva tercermin
dari siandard form tertentu. Faktor-fakior itu
bukanlah suam hal vang menentukan tetapi ha-
nya merupakan bahan pertimbangan saja. Man-
dusn tentang bagaimana aturan tentang pilihan
hukum secara dimm-diam diatur dalam Pasal 3
ayat (1) vang dapat kita temukan pada kasus
Ezon Oldendosff vs. Liberin Corpn (1996). Da-
lam kasus ini, kontrak dibuat antara perusahaan
Jepang dan Jerman tanpa adanya ketentuan pili-
han hukum yang legas. Kontrak ini mengguna-
kan badan arbitrese di London dan disebut de-
ngan English Charter Party yang terdapat da-
lom klausul standar dan istilah ini merupakan
istilah yang popular di dalam hukum Inggris.
Menurut Clarke ), kontrak tersebul merupakan
subjek dan Pasal 3 avat (1) Konvensi Rome,
walaupun para pihak tidak menyetujui dengan
tegas hukum manakah vang berfaku — hukum
Jepang atau Jerman — penggugal menunjukan
dengan menggunakan alasan yang patul bahwa
para pihak telah berkehendak untuk mengguna-
kan hukum Inggris dalam konirak mereka.

Lebih lanjut, pengadilan Inggris juga me-
ngadopsi pandangan hukum, vaitu ketika para
pihak tidak memilih hukum, melainkan memilih
forum, baik it litigasi atapun arbitrase, maka
pilihan tersebut merupakan indikasi vang kuat
bahwa para pihak telah berkehendak untuk me-
milih hukem forum terscbut untuk mengatur
kontrak mereka.*®

Pasal 3 avat (2) Konvensi Roma menyata-
kan bahwa para pihak dapal membuat pilihan
hukwm kapan saja, walaupun hal iw dibuat se-
telah penandatanganan kontrak, Mercka sewak-
tu-waktu dapat mengubah pithan hukum yang
telah dibual sebelumnya. Perubahan fto diperbo-
lehkan dengan ketentuan perubahan pilihan hu-
kum it tdak melanggar svarat sahnva suaiu
kontrak sesual dengan peraturan vang ada dalam
Pasal 9, atau memgikan pihak ketiga, Ketentuan
ini memungkinkan para pihak untuk mempunyai

= thiel,
* fhiet,
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kebehasan yang maksimum untuk membuat pi-
lihan hukum mereka. Selain itu, pilihan hukum
it juga hisa dibuat pada sast pembuatan kon-
trak, ataupun setelah atau sesudah penandata-
nganan kontrak,*’

Secara singkal, apabila pilihan hukum da-
lam transaksi e-conmerce internasional telah di-
trtapkan oleh para pihak, maka hukum itulah
yang akan digunakan dalam kontrak elektronik
miernasional bersangkutan. Dengan kata lain,
bukum yang berlaku dalam transkasi bisnis in-
termasional yang menggunakan  e-commerce
midalah hukum negara yang dipilih oleh para pi-
hak. jika ada pilihan hukum_**

;. Hukum vang Berlaku: Asas-Asas Hukum
dalam Hukum Perdata Internasional

Namun, permasalahan yang akan timbul
sehubungan dengan tejadinya perselisihan vang
berienaan dengan kontrak-kontrak internasional
vz zdzlah jika kontrak-konirak itu tidak memuai
klausul mengenal governing low atau applicable
fnw Seluin i, tidak selamanya kontrak dagang
mtermasional dibuat secara tertulis. Dalam kea-
desn demikian, tentunya tidak akan ada pula pi-
fihan hukumnya, Hal yang sama juga dapat ter-
jach dalam transaksi e-commerce.

Berdasarkon ketentuan Pasal I8 ayat (3)
UUTTE, maka ada beberapa tittk taut dan asas-
#sas dalam HPI yang dapat dijadikan sebagai
sandaran untuk menentukan hukum yang berla-
i terschut. Asas-asas tersebul diuraikan di ba-
wah ini,

I. Lex Loci Contractus
Menurat teori “klasik™ Jev foci
confracius, hukum yang berlaku bagi se-
mua kontrak internasional adalab hukum
di tempat peganjian atau konirak itu di-
buat. Penerapan teori ini memang sangat

= e

™ fhid.

* Ridwan Khatrandy, (. efr., him. 20-22; Baca Sudargo
Gestump 1993, Jilid 101 Bagian 2 (Buku ke-E), Huwkom
Frdkra Jtermavional Indonexla, Bandung: Alummd (se-
lputnya disebut Sudarge Gaotama 1V, him, 12-40; Li-
b Syshmin AK dan Amim] Husnd, Op. 2, Blm, 24-26;
Perksa Pumadi  Purabacarakn dan Apus Brotosusilo,
1983, 0w e, Wlm. 30-32; Bandingkan dengan M. Ar-
wwad Sanus I, hlm. 215 Bundingkon jugas dengan Edmon
Makarim, 2004, Kewpilasd Hukwm Telewnoiko, Cet-2,
Jakzin: PT. Rapnlimfindo Persada, hlm. 245

ML Al Spahrdy

cocok pada zamannya dimana dulu hia-
sanya para pihak yang mengadakan kon-
trak berada pada tempat vang sama, para
pihak langsung bertermu muka,

Di dalam prakiik dagang interna-
sional dewasa ini, teori ini sukar sckali
diterapkan, karena kontrak sering kali
dindakan tanpa kehadiran para pihak pa-
da tempat yang sama.™ Dalam keadaan
demikian lidaklah mudah kirsnya untuk
meneniukan negara mana vang berlaku
bagi kontrak itu. Jika dalam transkasi
“tradisional™ saja terkadang susah me-
nentukan di negara mana tempat terjadi-
nya penandatanganan kontrak, apalagi
dalam e-commerce vang semua terjadi di
alam maya.

Mail Box Theory dan Theary of Decla-
ration

Untuk mengatasi beberapa kesu-
litan datam penerapan fex loci conrrachis
dalam masalah terscbut di atas, di nega-
ra-nepura common few diimtroduksikan
mati bux therory.

Menurut mail box theory, bilama-
na kedua belah pihak dalam swain kon-
trak internasional tidak saling bertemu
muka [(misalnya melaloi surat-menyu-
rat), maka yvang penting adalah saat salah
satu pihak mengirimkan surat yang ber-
isi penerimaan atas penawaran vang dia-
jukan oleh pihak lamnva. Hukum yang
berfaku bagi kontrak tersebut adalah hie-
kum negara pihak yang mengirimkan pe-
nerimaan penawaran tadi. Sudargo Gau-
tama memberikan contoh: A di negara X
menawarkan kepada B di negara Y (ne-
gara commen law) suaty partai barang
dengan kondisi tertentu. B kemudian
menulis sural penerimaannya dan mem-
poskan surat tersebut di negara Y. Jadi,
kalau penawaran tersebut diterima, maka
lex loci contractus di negara Y yang
akan berlaku, Schingga diterima klasifi-
kasi menurut sistem hukum negara Y. %

D negara-negara civil faw sehalik-
nya dikembangkan teori deklarasi {theo-

b

" Sudargo Gautama 1%, hlm. 13
it him, 14
= Ihidd,
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v of declaration). Menurut teon ini, pe-
nerimaan terhadap penawaran oleh vang
ditawari harus dinyatakan (declared).
Surat pemyatan penerimaan harus sam-
pai kepada pihak yang menawarkan, dan
penerimaan penawaran tersebut harus di-
ketahui oleh pihak yang menawarkan."
Sama seperti contoh kasus di atas, maka
hukum yang berlaku berdasar teori ini
adatah hukum negara X,

Dengan adanya perbedaan imi, ©-
dak dapat ditentukan dimana tempat di-
langsungkannya perjanjian. Permasala-
han ini penting antinya dalam hubungan-
nya dengan penentuan di hadapan forum
hakim mana perkara ini dapat diajukan,
karena forum ini mempunyai kualifikasi
sendii dan bergantung dari kualifikasi
forum pengadilan ini inilah teon mana
vamg dianut.

Berdasarkan dua teori di  atas,
membuktikan bahwa walaupun posisi
kasusnya sama, bukan berarti hasilnya
akan sama (berbeda satu sama lain).*
Oleh karenanya., penggunaan lex foct
coniracts dalam kontrak elekironik ju-
ga dapat menimbulkan dipergunakannya
suate sisigm hukum vang sama sekali ti-
dak ada hubungannya dengan konirak
vang bersangkutan."*

3, Lee Loct Selutionis

Sebagai varasi terhadap toeri lex
foci confractus dikemukakan pula ada-
nya teori lex locl solutionis. Memmt
teori ini hukum yang berfaku bagi suntu
kontrak adalah tempat kontrak tersebut
dilaksanakan,

Menunit Sudarpo Gaulama dalam
prakiek Hukum Internasional umumnya
diakui bahwa berbagai persstiwa tertentu
dipastikan oleh hukum yvang berlaku pa-
da tempat pelaksanaan kontrak.™

“F Jhict; Lihat jugs Purnadi Purbacaraka, Op. cir., him. 30-
31; Lihat puln Sudorge Cawlama, 1983, Capita Selecia
Fhudmme Perddate ternasional, Bandung: Alumng (selag-
jutrve disebut Sudarpo Gautama V), him, 75

™ Ihid,

" Thid,

i Sudargo Gogtama, 1938, 1ilid [1 Bagian 5 {Buku ke-6),
Hubsm Perdate Internasional Indovesio, Bandung: A-
Tumm {selajutnyi disebut Sudargoe Gawams Vi), hlm, 17

486

Penerapan lecon ini dalam prakiik
juga menimbulan berbagai permasala-
han, misalnya bilamana pelaksanaan
kontrak dilakazanakan di berbagai nega-
ra.

Berkatian dengan lex loci solutio-
nmis ini, perlu diperhatikan ketentuan Pa-
sal 18 AR (Algemene Bepalingen vam
Wetgeving voor Indonesia). Pasal terse-
but menvatakan bahwa: “de vorm van
elke handeling words beoodeld naar de
weiten van fed land of the plaats, alwaar
die handelimg is verrigt”, Secara ring-
kas, ketentuan iersebut mengandung
makna hahwa bentuk dari setiap perbua-
tun dinilai menurut perundang-undangan
negara tempat perbuatan itu dilakukan.”
Wirjono Projodikoro menuturkan bahwa
ketentuan Pasal 18 48 ini bermanfaat
untuk mempertimbangkan dan menentu-
kan keabsahan dimana tnmﬂgal perbuitan
hukum tersebut dilakukan.

Pasal |8 A8 ini dikenal jugs seba-
gai peraturan yang sesuai dengan stafufa
mixta, Statuta mivte ini sendini dimak-
stidkan kepada peraturan-peraturan yang
mengenai segi formal perbuatan-perbua-
tan hukum (varm derrechivhandeling).
Peraturan-peraturan tentang sesuatu per-
buatin yang diberlakukan inilah vang
merupakan hukum dan tempat tegadi-
nya perbuatan hukum tlersebul (fex foci
actus),"”

Terkait hal di atas, maka untuk
menentukan suatu permasalahan yang
berkaitan dengan perbuatan hukum ha-
rus disclesaikan berdasarkan hukum di-
mana perbuatan itu dilaksanakan ™ Kon-

7 abdul Halim Baskamufab, 2010, “Hentuk Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen dalsm Penvelesaiin Sengkety
Transakai Elekironik Internasionn] Menumit UL Moo 11
Tahun 2008, Jurmal Hoken B, Volume 29 Tahon
2000, Jakama: Yayasan Pengembangan Hukums Bisnis,
hlm. 35-56

* Wirjouo Projodikoro. 1979, Cet-5, dvas-dsay Hubum
Perdate Inrernorional, Bondung: Sumur Bandung, him.
37

** Abdul Halim Burkatulah, Loc, o

1 itat M Arsyad Sanusa |, hlm. 93



Bfloksi Teorinik E-Contrncr; Hakwm Vang Berlalon Dala ...

trak adalah suatu perbuatan hukum.’'
Dengan perkataan lain, kontrak adalah
hagian dan perbuatan hulum.

Jadi, jika ada perkara yang me-
ngandung unsur asing di pengadilan di
Indonesia, tidak dijumpai adalah klausul
pilihan hukum, maka sesuai dengan hu-
kum vang berlaku di Indonesia harus di-
selesaikan berdasarkan hukum negara
dimana kontrak itu dilaksanakan,

Misalnva, PT, ABC mengimpar
suaty barang tertenty dori Singapurs. PT.
ABC ini membeli barang tersebul dari
Han Seng Pre. Lid, Singapura. Barang
barang terscbut diserahkan di Jakarta.
Barang-barang itu telah tiba di Jakarta,
tetapi PT. ABC melakukan wanprestasi
dalam pembayarannya. Han Seng Pie,
Lid kemudian menggugat PT. ABC ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam
perjanjian jual beli barang vang kedua
belah pihak tidak dijumpai adanya klaw-
sul pilihan hukum. Mengingat tidak ada
pilihan hukum, maks pengadilan dalam
menyelesaikan  perkara wanpresissi ini
harus didasarkan pada hukum Indonesia.
Hukum Indonesia dijadikan sebagai hu-
kum vang berlaku kontrak terschut kare-
na p::r_iurgia'n dilaksanakan di Jakarta, In-
donesia,

Contoh lain, PT. XYZ mengekspor
sgjumlah partai barang merupa mebel ke
simgapura. Pembeli barang tersebur ada-
leh Yang Ming, Ltd. Barang dikirim ke
Singapurs dan Surabaya, Kelika barang
diterima pembeli di Singapura, ternyata
barang tersebut tidak sesuai dengan kon-
disi yang disepakati dalam kontrak, se-
hingga pembeli mengembalikan barang-
barang tersebut ke PT. XYZ. Dan sini
kemudian timbul sengketa yang pada
akhimya PT. XYZ mengpugat Yang
Ming Ltd, ke Pengadilan Megeri Sura-

Perhattkan Pasal 1313 KUHPerdata, Bahwa vang di-
maksed dengan perfanjian (persetujuan) adatith st per-
Fumian dengan mani swaty orang s tao lebih mengikatkan
dmnya terhadap satu orang ln atag lebih. Lihot Kivab
Umdong-Undang Hukion Perdefo | Buergerlifh Wotboek)
daenermabkan oleh R, Subekt dan B, Tjnresuchbao, 1983,
Cet- 1, Jakama: Pradonya Paramita, hlm, 304
= Rudwan Khnirandy, O, cir., him. 21

M, Aled Spalirin

baya. Jika di dalam kontrak di atas tidak
diketemukan klausul pilihan hukum, ma-
ka pengadilan harus berpedoman pada
Pasal 18 AB. Mengingat barang-barang
tersebut diserahkan di Singapura. De-
ngan demikian, sesuai dengan ketentuan
Pasal 18 AR, Pengadilan Negen Sura-
baya dalam mengadili perkara ini harus
didasarkan pada bukum Singapura, Pe-
nerapan hukum asing oleh pengadilan di
sini, bukan karena kehendak hakim ataw
pengadilan, tetapi ini adalah perintah un-
dang-undang, yakni Pasal 18 48,

Jika memang jelas, dimana tempat
pelaksanaan kontraknya, asas ini dapat
diterapkan dalam iransaksi e-commerce,
Jika transaksi tersebul adalah perjanjian
jual beli, tempat pelaksanaan perjanjian
adalah negara dimana penyeraban ba-
rang dilakukan,

4. Lex Fori'™

Dokirin fex fori mengajarkan bah-
wa manakala para pihak tidak melaku-
kan pilihan hukum dalam kontrak vang
dibustnya, maka hukum yang berlaku
adalah hukum dimang hakim memutus-
kan perkara (hukum dan hakim). Lex fo-
ri ini juga merupakan pendckatan tradi-
sional untuk menentukan hukum mana
vang herlaku fersebut

Ketentuan lex ford penting, apabila
hukum asing yang harus berlaku sulit
untuk ditentukan. Oleh karenanya, berla-
ku lex fori vang berarmi hukum vang di-
pergunakan adalah hukum nasionnl dari
hakim. Mamun tidak menutup kemung-
kinan, hukum wyang berlaku didasarkan
pada penunjukan kembali (remoi)” atau
penunjukan  lebih lanjui pada  sistem
hukum negara ketiga tersebut. Remvwoi
muncul jika hukum nasional (Jex ford)
mengacy pada hukum asing yang akhir-
nyn menunjuk kembali kepada hukum

™ Ridwan Khairandy, G, cir, hlm, 22

" sdunir Fundy, Op. cir., him. 144

™ Ada dua jenis renvoi, vaiiu Renved Rembsion dan Rew-
virl Tramemivsion. Remvoi Rewission adalah proses resnvoi
oleh kaidah HPD asing yang kemiball ke arnh fex fori, Se-
dungkan Rewvel Transmission adalah proses remvad oleh
knidah HPI asing vahng menunjuk sunt sistern hukwm
asing lain. Lihat Bayu Seto, Gp. cir, hlm. 105-106
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nasional atau sistem hukum asing lain-
nya.
Lex Rae Sitae™

Lex rae sitoe atau disebut juga de-
ngan {ex sifes mengajarkan bahwa hu-
kum wvang berlaku atas sustu kKontrak
adalah hukum dimana benda objek kon-
trak tersebut berada. Sudah menjadi hu-
kum yang universal bahwa jika kontrak
yang berobjekkan benda tidak bergerak
{tanah), maka hukum vang berlaku ada-
lah hukum dimana tanah tersebul terle-
tak. Prinsip ini juga dianut oleh Indone-
sia schagaimana yang dimuat dalam Pa-
sal 17 A8,

The Proper Law af Coniract

Di negara-negara dengan  sistem
common low untuk peruntukan hukum
apa yang berlaku dalam suam konirak
yvang mengandung unsur asing adalah
menggunakan dokirin the proper faw of
coanrfract.

Menurut Cheshire, the proper law
of contract adalah *... @ convenient and
suecinet exprexsion to describe the low
that governs many of the maiters affec-
ling a contract, It has been defined as
that dfew which the English or other
court Is to aplly in determining the ob-
fiagtions wnder the contract.”™

Pengadilan  Kanada mengadopsi
doktrin proper law yang kemudian ba-
nyak dimodifikasi oleh Dhicey dan Mor-
ris, vaiiu sebagal suatu sistem hukum
yvang dikchendaki olch para pihak. Ee-
mudian, jika para pihak baik yang diung-
kapkannya tersebut secara tegas tidak
dapat diketahui dari keadaan sckitarnya,
maka digunakanlah suatu sistem hukum
yang mempunyai  Keitan  paling  erat,
kuat, dan nyata dengan transaksi vang
terjadi. Hal inilah yang disebut sebagai
the proper low of conract, i

Dalam hal tidak ada permnyatasn
tentang  pilihan proper low oleh para
pihak dalam kontrak mereka, pengadilan
di commen law, khususnya Anglo-Ciana-

" Munir Fundy, O, cir, hlm. 145
" fhid,, hlm. 252
™ Yahya Ahmad Fein, Op. cit.. him. 131
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dian dalam menyatakan behwa mercka
akan menghubungkan setiap maksud pa-
ra pihak atau menentukan proger law ba-
gi para pihak “sebagai orang vang adil
dan regsomabie”, scharmsnyva (eught) or
sebaiknya (world fave)  berkehendak
jika mercka mempunyai pemikiran yan

ragu ketika mereka membuat kontrak™,”

Kelemahan teori ini menurut Su-
dargo Cautama adalah bahwa sebelum
suate perkara diajukan ke pengadilan,
sukar sekali menentukan terlehih dishuly
hukum mana vang berfaku bagi kontrak
tersebutl. Kesulitan i terjadi karena ha-
kim terlebih dahulu harus menyelidiki
segala titik pertalian dan keadaan di se-
kitar kontrak yang bersangkutan untuk
menentukan hukum negara mana vang
berlaky bagi kontrak tersebut. ™'

1. The Most Characlerisiic  Connection
Theory

Untuk mengatasi berbagai kesuli-
tan di atas, muncul teor baru, vakni the
masi characteristic connection theary.
Teor ini menurut Sudargo Gautama me-
rupakan teori yanyg terbaik dan dapat di-
gunakan schagai pedoman dalam me-
nyclesaikan persoalan pemakaian hukum
dunmkﬂntrak bisnis internasional dewasa
ini,

Menumt Rabbel apabila para pihak
dalam suatu kontrak hisnis intemasional
tidak menentukan sendiri pilihan hu-
kumnya, maka akan berlaku hukum dari
negara dimana kontrak vang bersangku-
tan memperlihatkan the most characte-
ristic connection (hubungan vang paling
karakteristik).™

Doktrin  ini mengajarkan bahwa
manakala para pihak tidak melakukan
pilthan hukum dalam konirak vang di-

* Ado perhedaan penggunann fstilab cuglt dan would
v, lstilah owugfiy menymakan pendekatan objeknf, se-
dangkan 1stilah would hove menyatakan pendekatan sub-
jektif.
Sudirgo Gastama V', hlm. 78

* Tt

* Rabel dolam fhid; Lihat juga Swdargo Cautama, 1957,
Buku 11 Bagian 2 (Buku ke-81, Hukew Perdata Inrerna-
siomaf, Bandumg: Alomm (sefanjuinya disebul Sudargo
Cenutama V1), hlm. 32
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buatnya, maka hukum vang berlaku ada-
lah hukum vang paling mempunyai Ka-
rateristik dalam hubungan kontrak terse-
but. Dokirin ini juga sering dischut de-
ngan istilah the most yignificant relation-
.L'.f:l.l’pl}_ Hhe imost clogely e’.‘:mneﬂe.rj"", Atan
die charakteristische leistung theorie™

Dalam teori ini kewajiban untuk
melakukan prestasi vang paling khas
(karakteristik) menjadi twlak ukur penen-
tuan vang akan mengatur konotrak. Da-
lum setiap kontrak dapat dilihat pihak
mana yang akan melakukan prestasi
vang paling khas. Hukum negara dari
pihak yang melakukan prestasi vang
paling khas menjadi hukum yang scha-
rusiya berlaku bagi kontrak, Misalnva,
dalam kontrak jual beli, pibak penjual
dianggap memiliki prestasi yang paling
khas. Dalam perjanjian kredit bank, pi-
hak bank memiliki prestasi vang paling
khas. Demikian juga hubungan antara
klien dan advokat. Prestasi advokatlah
yang dianggap paling khas.*

Dewasa ini, teori ini juga diterap-
kan di dalam Konvensi Roma tahun
1980 tentang Loaw Applicable s Con-
tractiel Ohligations vang berlaku di ne-
gara-negara anggota masyarakat eropa.
Pasal 4 avat (1) dan terutama ayat (2)
dari Konvensi Roma ini menetapkan
bahwa dalam hal para pihak tidak mem-
buat pilihan hukum secara tegas untuk
berlaku stas kontrak mercka, maka kon-
trak akan diatur berdasarkan hukum dari
negara vang memiliki Kaitan paling
nyata terhadap kontrak (ayae (1) - ..
with which it is most closely connec-
teel™), Suatu kontrak diasumsikan memi-
liki kaitan vang paling nyata dengan ne-
gara yang pada saat kontrak ditutup me-
rupakan tempat tinggal sehari-hari atau
pusat administrasi (untuk badan hukum
atau koperasi) dari pihak yvang dianggap

M, Alvi Syakrin

memiliki prestasi vang paling khas di
dalam kontrak yang bersangkutan {avai
(2) = *.., where the party who is o effect
the performance which iv characteristic
of the confrast has. at the time of the
conclusion of the contract, has fiv habi-
tual residence, or . it central adeinis-
tration™).*

Teor ini memiliki heberapa kele-
bihan. Dengan adanys prinsip prestasi
yang paling khas dapat secara pasti
ditentukan terlebih dahulu prestasi vang
khas, schingga schelum kontrak dibua
sudah dapat diketahui hukum vang seha-
rusnya berlaku. Disini juga tidak perlu
lagi dindakan kualifikasi vang rumit se-
perti dalam lex Jood confrachus dan lex
laci solutionis.™

Walaupun teon ini dianggap seba-
gai teor yang terbaik, tetapi tidak berart
tidak ada kelemahan, Ads kelemahan
vang melekat di dalamnya. Misalnva, ji-
ka di dalam kontrak jual beli, prestasi pi-
hak penjual diangpap memiliki prestasi
wyang paling khas, tetapi jika perhatian
terhadap pembeli lebih besar atan jika
pihak pembeli dinyatakan harus dilinduo-
ngi, maka keadaannya menjadi lain.™

. Lex Mercatori

Hukum yang berlaku di dalam sua-
ti kontrak internasional tidak hanva me-
rujuk pada salah satu hukum negara ter-
tentu, Secara historis, lex mercatoria ini
merupakan hukum kebiasaan di antara
para pedagang eropa yang kemudian di-
administrasi clel pengadilan pedagang,
dimana pedagang itu sendiri vang men-
jadi hakimnya. Dapatlah dikatakan bah-
wa prinsip-prinsip dan kebiasaan yang
diterima secara umum dalam prakick
perdagangan internasional tanpa meru-
Juk pada suaiu sistern Hukum Internasio-
nal terientu discbut sebagai fex mercato-
rig. Dengan demikian, fex mercaroria

* Whumir Fusdy, O, cit., hlm. 145 ¥ Bayu Seto, O, oit., him. 294

" Mid " Swdargo Gautama VI, Loc. cir

= Bavu Seto, Op, cit., hlm. 293 ¥ Sutlsna Atsmadipraja, (tinps tabun), Hikum Perianfian
® Sudargo Gmstama, 1980, Hukum Perdate dan Depang dalam Hidum Perdarg Deermasionsl, Bandung: Djatnika,
Fetermavioonal, Bandong: Alumni {selanjuinyn disebut Su-  him. 49

dargo Gautama VII1) , him. 180 * Yahya Ahmad Zein, Op. cir, WMm, 134-135
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merupakan suaty norma yang bersifal

otonom dan berlaku di kalangan masya-

rakat binis, Adapun elemen-elemen fev
mercatoria adalah sebagai berikut:

a. Persluran-peraturan  yvang  terdapat
dalam perjanjian internasional;

b.  Hukum-hukum vang scragam;

¢. Prinsip-prinsip hukum wmum yvang
diakui oleh bangsa-bangsa pedagang
di seluruh dunie, seperti azas pacia
sitn servinda;

d. Resolusi-resolusi
PHB;

¢, Rekomendasi-rekomendasi dan ko-
de-kode perilaku vang dikeluarkan
lembaga-lembaga internasional;

. Kebisspan-kebinsaan yang berlaku
dalam bidang perdagangan dan kon-
trak-kontrak standar vang ditenma
secara universal; dan

g Putusan-putusan arbitrase.

Selain ssas-nsas HPT di atas, ada sebagian
ahli berpendapat bahwa sebaiknya kegiatan-ke-
giatan dalam cvberspace (dhi transkasi hisnis
internasional yang menggunakan e-commerce),
hendaklah diatur oleh hukum tersendin. Hal ter-
schut dengan mengambil contoh tentang tum-
buhnya the faw af merchan {lex mercatoria)
pada abad pertengahan, vang me!i;:mt't:“

l. The theary of the Uploader and Down-
loader
Berdasarkan teori ini, sploader adalah
pihak vang memasukkan informasi ke
dalam suatu lokasi (cvberspace), sedang-
kan downleader adalah pihak  vang
mengakses informasi. Hukum yang ber-
laku adalah tempat dimana s penpakses
informasi {dovmloader) tersebul berasal.
The Law of the Server
Pendekatan yang dapat digunakan ada-
lah memperlakukan server dimana web-
site secara fisik berlokasi, yaitu dimana
mereka dicatal sebagai data elekironik.
Artinya, hukum vang digunakan adalah
hukum tempat si pelaku usaha tersebut
berazal.
3. The Theory of International Spaces

Pendekatan yang digunakan adalab men-

Majelis  Umum

pa

" Edmon Makarim, O, cir, hlm, 364
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coba menganalogikan hukum dalam -
berspace schagaimana layaknya ruang
angkasa vang bebas dan tidak tunduk pa-
da suatn hukum ataupun kedaolatan ne-
gara manapun, dimana hukumnya diten-
tukan oleh Hukum Internasional berda-
sarkan perjanjian antar negara-ncgara.

Kembali pada permasalahan di atas, maka
timbul syatu pertanvaan, yvaitu prestasi manakah
yang paling karakieristik di dalam konteks tran-
saksi bisnis internasional yang menggunakan e-
commerce, apakah penginman barang dan pe-
nyediaan jasa pelayanan digital (penjual) atau-
kah pembayarannya (pembeli).

Sehubungan dengan ketiadaan pilihan ho-
kum tersebut, Konvensi Roma memberikan be-
berapa ketentuan. Jika para pihak gagal untuk
membuat pilikan hukum baik secara tegas atau-
pun secars dam-diam, maka pilihan hukum ilu
akan ditentukan sesual dengan Pasal 4 ayat (1)
yvang menyvalakan bahwa dalam hal ketika pili-
han hukum tidak dapat dipilih sesuai dengan Pa-
4al 3, maka kentrak tersebul akan distur oleh
hukuimi suati pegars vang mempunyal hubo-
ngan yang paling dekat dengan kontrak itu. "

Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) menjelaskan
tentang anggapan bahwa kontrak ity mempunyai
hubungan vang paling dekat dengan negara di-
mana para pihaknya mempunyai karaktenstk
terientu pada pelaksanaan kontrak seperti tem-
pat tinggal mereka pads sasl penandatanganan
kontrak.

Menurut e Ghiliano-Lagarde  Report,
biasanva karakterisitk prestasinva itu ditanda
pada sant pembayaran itu terjadi seperti pengiri-
man barang, ketentuan pelayanan, memberikan
hak untuk membuai irem barangnyva, dan lain-
lain."! The Ginliano Lagerde Report mendefeni-
sikan prestasi karaktenstik tersehut  sebagar:
“the performance for which pavment ix due ...
the deltvery of gueds ... which wsually constitues
the centre of gravity and social-ecomomic fune-
tion of contractual transaction .

Konsckuensinva, dalam ruang  lingkup
kontrak malive, contoh-comtoh dasi prestasi vang

* Ridwan Khairandy, Clp, cii, hlm. 24

" Sutison Atamadipraja, Op. cir, hlm, 117

™ Michael Chissick dan Alistir Kelman dolam Ridwon
Khairandy, Op. eit., him. 25
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karnkteristik adalah mencakup penginman ba-
rang dan penyediaan jasa layanan atau pelayva-
nan digital. Hal inilah yang merupakan inti kon-
rak, bukan pﬂmhﬁfﬂmﬂﬂ}'ﬂ.w Melihat Fakta-
fakta karakteristik i atas, maka hukum vang
berlaku dalam kontrak omline khususnya terkail
dengan  transaksi  bisnis  internasional  yung
menggunakan g-commerge adalah hukum dima-
na tempat si penjual berada,

Oteh karena hokum yang diterapkan da-
lam ketiadaan pilihan akan jatuh kepada tempat
fasnis penjual, penjual mungkin saja ingin tahu
spakah lokasi weh server dapat dipertimbang-
kan sebagai suatu tempat bisnis. Interpretasi ini
skan memberi fleksibilitas untuk memilih forum
{forum shop) antara tempal bisnis mercka yung
Bktual (nyata) mereka dan web server-nya. Was

bupun demikian, mmituk menentukan weh server

sehagal tempat bisnis akan menjadi suatu perlu-
s=an konsep yang akan bermuarn pada perla-
wanan terhadap semangat dar hukum itu sen-
d]ﬂ )

Walaupun Pasal 4 ayat (2) lebih menckan-
imn pada cin khas prestasi, akan tetapi dising ju-
g dijefaskan tentang hukum negard mana vang
berlaku ketika para pihaknya mempunyai tem-
pat tinggal yang tetap, atau untuk kasus sebuah
badan hukum atau tidak berbadan hukum, di-
=mna pusat adminisirasinya, pada saal penanda-
tsnganan kontrak. Ketika tempat tinggal para pi-
bl dan pusal administras: dari suatu perusaha-
= nidak disebutkan, maka kemudign hukum se-
buah forum akan dianggap diterapkan dalam
kontrak itn.”

Terkait demgan badan hukum tersehut,
=aka dalam Hukum Perdata Intemasional dike-
mukakan 2 (dua) prinsip populer, vaitu:™

. Prinsip tempat badan hukum didirikan
i The Place af Ingorporaiion)
Prinsip ini menvatakan babwa hukum

= B

7 e Menurt Chissick, bahwa dalam konteks transaski
rcmmmerce, perusahaan-perasahaan vang menempoiian
wet seryr dan juga lekasi wel server mesckn dimanapun
& denia mava, seringkall sepenulmys tdak relevan de-
seen bagnimans penjusl menjalankan bienisnya. Tempat
Swsees adaloh suatu vang holistk, oleh Kirenanya bukan
sesuatn yang didessrkan pads kriteria objeknt kecil {on-
i obieetive criferta) yang menuyu pada sualu ditarsi

" Bad

= ¥akyn Ahmad Zem, Gp. cir, him, 136

ML At Spahrin

yang berlaku bagi suatu badan hukum

adalah hukum tempat dimana badan hu-

kum itu didinkan;

Prinsip tempat badan hukum vang efck-

tif (Siege Reel)”

Prinsip ini menyatakan bahwa hukum

yvang berlaku bagi status badan hukum

adalah  hukum tempai dimana  badan

hukum itu melakukan usahanya.
Berdasarkan kedua prinsip tersebut, apa-
bila ransaksi e-commerce antar negara dilaku-
kan olch badan hukum dengan persecrangan
dan kemudian legadi senghketa, maka hukum
yang berlaku adalah hukem tempat dimana ba-
dan hitkum iw didirikan atau tempat dimana ba-
dan hukum o mielakukan usahanya,

Selanjuinya dalam Pasal 5 aval (2) dite-
gaskan bahwa “... a choice of law by the parties
shall noi the resut of depriving the consumer of
the protection afforded to him by the mandarory
rreles of the couniry in which ke hay his habimal
residence”, Maksudnya, dafam kontrak bisnis-
konsumen, pilihan hukum yang dibuat di dalam
kontrak tidak dapat menghilangkan hak-hak
konsumen atas perlindungan hukum yang seha-
rusnya 1a pereleh dari hukum perlindungan kon-
sumen dan negara tempat 1a memiliks kediaman
tetap,"™
Sejalan dengan ketentuan wvang terkan-

dung dalam Konvensi Roma 1980 iersebut di
atas, maka berlaku asas bahwa hukum yang di-
pilih para pihak dalam sehuah kontrak tidak da-
pat mengenvampingkan kaidah-kaidah memak-
s {miamdatory favws) dart negara lain yang me-
miliki efasese connecrion dengan kontrak (d.h.i
kontrak dalam Hukum Perlindungan Konsu-

Il

™ Prinsip ini dikenal jugn dengan scbutan *centre af ex-
ploitation theor™ atau "ceire of operation”™, Prinsip ini
beranggopan bafiwa status badan hukum harus distur ber-
dasarkan hukum dan tempat perusahaan ity memssatkon
kegintan operasional, eksplodiasi. atau kegiatan produks|
barang dan'atau jasanya. Prinsip ind aken mengalami ke-
sulifun jikn dibudapkon pada sunto perusahsan (multina-
sipnal) yang memiliki pelbagal badang wsahn/bidang eks-
plottes dan'ntoy memiliki pelbagai anak perusohann atau
cabang ung ferschar di pelbagal tempal di dunia, Helum
lagi apabila perusshann induknyn mengalomi persoalin
vung berkaitan dengan eksistensi yuridisnya, seperti pailit,
merger, nkuisisi, dan sebagainya, Lihat Baya Seto, Op,
cit., hlm, 273-274

"™ Abdul Halim Barkaiulsh, O, v, him. 36
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Penetrasi makna dibuatnya Konvensi Ro-
ma adalash diskomodimya keteruan vang ler-
kait dengan kebebasan pilihan hukum (Pasal 3),
Namun, dalam transkasi elektronik internasional
yang mehibatkan konsumen, pilihan hukum ti-
dak memilki pengaruh yang terbatas. Menunu
Pasal 5 ayat (2), pilihan hukum dalam kontrak
konsumen adalah sah tetapi tidak mengesam-
pingkan aturan Hukum Perlindungan Konsuimen
dari negara tempat domisili konsumen, jika kon-
sumen 1tu adalah “konsumen pasif™.'"

Di negara-negara Uni Eropa lelah diterap-
kan prinsip “counny of reception” bagi transak-
51 konsumen e-commerce (Business to Consu-
pmer — B2C), Prinsip ini merupakan aturan yang
memperbolehkan konsumen pemakai terakhir
pend wser) untuk menerapkan Undang-undang
Perlindungan Konsumen mereka, Prinsip im di-
terapkan hanys untuk transaksi konsumen dan
ridak kﬂpada kontrak clekironik antar pelaku
psaha.'" Bisnis perdagangan elekironik jelas
mempunyvai alasan yang baik, untuk menentu-
kan pilihan hukurn dan forum dengan tegas da-
am kontrak.'™

Sedangkan untuk transaksi e-commerce
mntara pelaky usaha (Business to Business —
BIB). di Uni Eropa telah dikembangkan prinsip
rognrry af origin, Th dalam prinsip ini, hukum
vang diterapkan adalah hukom dimana kontrak
perasal, Misalnya., pelaku ussha di Um Eropa
melakukan transaksi e-commerce dengan pelaku
hsaha di Amerika Seénkat, Kontrak vang menga-
ur transkasi tersebut dibuat di Amerika Serkat.
Wpabila kemudian hari tergadi sengketa, maka
ukum yang diberfakukan adalah hukum negara
bagian di Amerika Serikar."™

H. Penutup
Berdasarkan uratan di atas, maka dapat
flisimpulkan bahwa hukum yang berlaku dalam
penyelesaian sengketa transaksi bisnis inlerna-
ional yang menggunakan e-commerce adalah:
I. Hukum yang berlaku dalam penvelesai-

DdLL} dan Morris dolam Fhig),

" Lakke Moerel sebagaimana dikubp obeh Abdul Halim
parkatulal, (o, i, him. 57

" Geml R Fereru, et all., dalam fhid,

[ Michael Chissick dan Alistair Kelman dalam fhid.

" Ridwan Klsairandy, (., cit., him, 26
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an sengketa transaksi bisnis intemasional
vang menggunakan e-commerce adalah
hukum yang dipilih oleh para pihak
{pilihan hukum-choice of law) dalam
kontrak elektronik  intermasional vang
mereka buat. Pilihan hukum lersebut da-
pat dilakukan, baik itu secara tegas miu-
pun secara diam-diam, Penerapan meto-
de hukum vang berfaku ini diatur dalam
ketentuan Pasal 7 Konvensi Hague dan
Pasal 3 ayat (1) Konvensi Roma vang
mengatur hal serupa;

2. Hukum wang berlaku dalam penvelesai-
an sengkela transaksi bisnis internasional
yang menggunakan e-conmeree, bilama-
na para pihak tidak menentukan pilihan
hukum dalam kontrak elektronik interna-
sional adalah mengacu pada hukum da-
ri negara si penjual berdosarkan asas-
asas Hukum Perdata Internasional. Hal
ini dikarenakan, penjual merupakan pi-
hak yang memiliki prestasi paling karak-
tenstik dibanding pihak lainnya. Penen-
tuan tersebut didosarkan pada the Mot
Characreristic Connection Theory scha-
gaimana vang diatur dalam Pasal § Kon-
vensi Hague serta Pasal 4 avat (1) dan
123 Konvenisi Roma.

Terkait dengan isu hukum di atas, maka
peniilis memberikan masukan atau saran sebagai
berikut:

. Hendaknya para pihak membuat suatu
pilihan hukum (choice of law) dalam
kontrak elektronik internasional, vang
dapat berlaku dalam penvelesaian seng-
keta transaksi bisnis internasional terse-
bui. Hal i ditujukan untuk menjamin
kepastian hukum di antara para pihak,
Serta uniuk menghindari  berlakunya
asas-asas Hukum Perdata Intenasional
{HP1) yang dapat menimbulkan penggu-
naan hukum vang sama sckali tidak di-
kehendaki oleh para pihak;

Mengingat dalam Undang-Undang No.
Il Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik hanya memuat satu
pasal terkait dengan penvelesaian seng-
keta transaksi bisnis internasional yang
menggunakan e-commerce, yailu Pasal
18, maka uniuk menciptakan sua kea-

[ ]
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dilan dan kepastisn hukum vang lebih komprehensif, baik itu dalam hal prose-
mengikal, perlu dibentuknya suatu nor- dural formiel, ataupun materiel, yang
ma konkritual positivis beropa Peraturan merupakan pelaksana dari Pasal 18 ter-
Pemerintah tentang penvelesaian seng- sebut.

keta transaksi e-commerce yang lebih
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